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  BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam
Seperti yang dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, yang dikutip oleh Amin Suma, kata kawin (nikah) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna Lughawi, makna Ushuli (syar’i), dan makna fiqhi (hukum).

Menurut makna lughawi, dalam bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (a) menikah, (b) bersetubuh, (c) berkelamin (untuk hewan).
 Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.

Sedangkan menurut literature Fiqih berbahasa Arab, disebut dengan dua kata   yaitu nikah ( نكح ) dan zawaj ( زواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi.
 
Dan kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin seperti halnya terdapat dalam Qur’an Surat  An-Nisa’ ayat 3:
(((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((    (النساء : 3) 
“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup satu orang saja”.

Demikian pula juga banyak terdapat kata zawaja di dalam Al-Qur’an yang mengandung arti kawin, seperti halnya dalam Qur’an Surat al-Ahzab ayat 37:
 ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((   
“,,,maka tat kala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini mantan istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyeleseikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menurut Amin Suma, mengutarakan secara harfiah bahwa; an-nikah berarti al-wath’u ( الوطء ), adh-dhammu ( الضم ) dan al-jam’u ( الجمع ).
 Al-wath’u berasal dari kata wathi’a – yatha’u – wath’an. ( وطأ - يطأ - وطأ ), artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.
 Seperti halnya kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 230;

((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( .... (البقرة : 230)
“maka jika suami menalaknya (setelah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.

 Dari ayat di atas mengisaratkan kawin (nikah) mengandung arti hubungan kelamin bukan hanya sekedar akad nikah saja karena ada penjelasan lain dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan tersebut belum boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya yang pertama, selama suami yang kedua belum melakukan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Sedangkan adh-dhammu berasal dari akar kata dhamma – yadhummu –dhamman (ضما - يضم - ضم), yang artinya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan al-jam’u yang berasal dari akar kata jami’a – yajma’u – jam’an (جمعا  - يجمع - جمع ) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-jima’ mengingat persetubuhan secara langsung mengisaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata jam’u. sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah zawwaja – yuzawwiju – tajwijan ( تجويجا - يزوج -زوج  ) dalam bentuk timbangan “fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan ( تفعيلا - يفعل -  فعل) yang berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.

Adapun yang dimaksud dengan kata perkawinan dengan makna nikah dalam kontek syar'i seperti yang diungkapkan oleh ulam' fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda akan tetapi memiliki ma'na dan maksud yang sama, misalnya ta'rif nikah yang diberikan oleh empat mazhab yang masyhur (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah), yaitu definisi nikah menurut  madzhab hanafiyah nikah adalah: “Akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut mazhab mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan madzhab Malikiyah, perkawinan (pernikahan) adalah: “sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Sedangkan madzhab Hanbaliyah mendefinisikan nikah adalah “akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang”.

Sedangkan menurut sebagian fukaha perkawinan ialah;

عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح اْو التزويج اومعنا هما
Artinya; "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehen hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna dengan keduanya itu.

Sedangkan Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nurudin dalam bukunya, kawin (nikah) ialah “Akad yang membolehkan terjadinya al-istimta, (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi`, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Definisi lain yang diberikan oleh Wahbah: “Akad yang telah ditetapkan oleh hukum syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan astimta` dengan seorang wanita atau sebaliknya.
 

Sedangkan Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nurudin dalam kitabnya mendefinisikan, nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum yang berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshhary sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman dalam bukunya mendefinisikan bahwa; Nikah ialah “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Menurut Sajuti Thalib sebagaimana yang dikutip oleh Mohd. Idris dalam bukunya, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Sedang kan menurut kitab Fathul Mu’in, perkawinan (pernikahan) berarti: “suatu akad yang berisi pembolehan wathi' (persetubuhan) dengan menggunakan lafad menikahkan (انكاح  ) atau mengawinkan ( تزويج), sedangkan menurut pandangan yang sahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majazi menunjukkan makna wathi' (persetuuhan).

Secara keseluruhan pengertian perkawinan di atas menggunakan kata akad nikah yang berarti perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang berakibat diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, yang tentunya dengan akad ini tidak menjadikan timbulnya kepemilikan manfaat akan tetapi sebatas mengambil manfaat atau memanfaatkan saja. Akad dalam hal ini terdiri dari 2 rangkaian yaitu, rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali calon mempelai wanita dan qobul yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan minimal oleh dua orang saksi.

Pekawinan juga disebut sebagai Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan dalam Al-Qur’an berarti janji yang sangat kuat. Dalam hal ini tertuang dalam firman Allah Surat An-Nisa’ ayat 21 yaitu: 

(((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (النساء : 21)
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, mengandung arti bahwa perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah, dan berarti telah menyempurnakan sebagian agama.

2. Perkawinan Menurur Perundangan
Di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1874; ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 Jadi menurut perundanga perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita; berarti perkawinan itu sama dengan perikatan (verbindtenis).
Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal  2 merumuskan bahwasannya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata,
 dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung,
 pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana (wetbock van strafrecht ( WvS) yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam pidana denda palin banyak empat ribu limaratus rupiah.
 Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam. 
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Berbeda dengan Negara maju seperti barat yang mana perkawinan terlebih dari sekedar urusan kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Bagi Negara-negara berkembang dan tergolong belum maju di belahan Timur seperti di Indonesia peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain terutama pihak kerabat terdekat.

Adapun sistem perkawinan di masyarakat Indonesia terbagi manjadi dua macam perkawinan yaitu;

a. perkawinan pada masysrakat unilateral yang sistemnya adalah eksogami

b. perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan untuk eksogami.
Yang dimaksud dengan perkawinan eksogami adalah perkawinan di mana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan klen yang tidak sama jadi dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama klen.

Karena pada dasarnya ada dua macam masyarakat yaitu: patrilinial dan matrilineal. Maka dari itu kawin eksogami pun juga dibedakan dalam dua macam:

1. Pada masyarakat patrilinial bentuk perkawinannya disebut ”kawin jujur”, artinya bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Pada kawin jujjur ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada fihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepasklan calon penganten perempuan tersebut dari keanngotaan klen orang tuanya, untuk dimasukkan kedalam klen dari pengantin laki-laki.

2. Pada msyarakat matrilinial bentuk perkawinannya disebut  ”kawin semendo”, artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan fihak ibu.
 
Sedangkan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia Perkawinan itu bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat, dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.
 Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajibn orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. 
B. Syarat dan Rukun Perkawinan
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada ataupun tidak lengkap.
 Dalam menjalankan sebuah perkawinan yang mana didalamnya terdapat akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pastilah mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang menjadi sahnya sebuah ikatan perkawinan. Karena didalam aakad nikah memerlukan kewaspadaan dan kepastian hukum (tidak mengandung keraguan), sebab kawatir terhadap keturunannya apabila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi dapat menimbulkan anak syubhat dan sebagainya.

Sehingga disini perlu kiranya penulis uraikan masalah rukun dan syarat perkawinan. Rukun, (Arab, rukn) yang bentuk jamaknya adalah arkan secara harfiah mengandung arti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth), janaknya syara’ith secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam rukun diartikan dengan, sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya. Sedangkan syarat menurut terminologi para fuqaha seperti di formulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, yang dikutip oleh Amin Suma dalam bukunya, ialah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.

Menurut Abdul Rahman Ghozali, “Rukun yaitu; suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat ialah;   sesuatu yang nesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”, seperti menururt Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus Islam.

Menurut Munib dan Sulistri rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan atau harus ada di dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang menyebabkan tidak sah apabila tertinggal salah satu di antaranya (kecuali dalam keadaan darurat).

Dan menurut Amir Ayarifuddin, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakekat dan merupakan bagian ataupun unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Dari adanya definisi mengenai rukun dan syarat di atas memberikan indikasi bahwa rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi ) apapun. Bedanya kalau rukun itu berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan “Rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya, berbeda halnya dengan syarat yang ada di luar daripada sesuatu itu sendiri. Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan dia berada di luar hukum itu sendiri”.

Dengan demikian dapat diketahui perbedaan antara rukun dan syarat, kususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syart nikah ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam rukun nikah, sementara sebagian ulama yang lain dikategorikan ke dalam syarat nikah.
Berikut pembagian syarat dan rukun perkawinan;

1. Syarat-syarat perkawinan

Adapun Syarat-syarat perkawinan dalam ensiklopedi Islam disebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut;

a. 
Adanya calon suami
b.
Wanita yang halal untuk dinikahi
c. 
Sighat (ijab dan qabul bersifat selamanya)
d. 
Saksi
e. 
Adanya keridhoan dari keduabelah pihak atas pernikahan itu
f. 
Identitas pelaku diucapkan secara jelas dan

g. 
Wali.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, diantaranya:

a.  Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama

b.  Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan

c.  Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

d.  Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

2. Rukun-rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan
b.  Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
c. Adanya dua orang saksi
d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atupun wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

Dan juga Syaikh Zainudin Ibnusy yang bermazhab syafi’i menyebutkan “rukun nikah ada lima macam yaitu;
a. Calon istri
b. Calon suami

c. Adanya wali
d. Dua orang saksi dan
e. Sighat akad”.

Ulama Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Amin Suma dalam bukunya juga menyebutkan ada lima macam rukunyan nikah, tetapi dengan unsur yang berbeda  dengan ulama’ Syafi’iyah. Kelima rukun nikah yang diungkapkan oleh Malikiyah yaitu;

a. Wali perempuan
b. Mas kawin
c. Calon suami
d. Calon istri dan 
e. Sighat akad.

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lain seperti saksi dan mahar dikelompokkan dalam syarat perkawinan.

Walaupun demikian di antara para ulama berbeda-beda dalam menempatkan rukun dan syarat nikah, sesungguhnya di dalam rukun ada persamaan yang disepakati oleh para ulama’, yaitu mengenai akad nikah yang mana berupa “ijab dan qabul”. Ijab yaitu penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami, dengan ucapan; “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Sedangkan qabul adalah ucapan calon suami atas penerimaan calon istri, yang ucapannya; “saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.
 Adapun lafat ijab qabul yang disepakati oleh para ulama fiqih adalah menggunakan kata an-nikah (النكاح  ) atau at-tazwij ( التزوج ).
 Dan pada dasarnya ijab qabul dilaksanakan secara lisan. Dan apabila dalam hal lisan tidak mungkin dilakukan karena ada sesuatu penyebab maka dapat dilakukan dengan isyarat.

Di antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan. Menurut mazhab Syafi’i yang sekarang dipraktekkan di kalangan banyak kaum muslimin Indonesia ijab dan qabul harus berlangsung, yaitu setelah wali calon istri menyatakan ijab, maka calon suami harus segera menyatakan qabulnya tanpa senggang waktu (terus-menerus).

Dari adanya ijab dan qabul tersebut akan melahirkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dan pengucapannya sebuah simbul dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan mereka secara batin.

Oleh sebab itu disyaratkan masing-masing pihak yang ada harus mendengar dan mengerti arti ucapan atau perbuatan masing-masing. Selain itu pihak-pihak yang melakukan akad disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Disini mengenai syarat kecakapan bagi calon suami istri, sangat ditekankan, guna untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan. Bahkan atas dasar pertimbangan “maslahah mursalah” dapat pula dilakukan ketentuan umur. Selain dari pada itu menjadi syarat sahnya perkawinan calon istri boleh (halal) dinikahi oleh calon suami yaitu tidak adanya hubungan mahram dan nasab. 

Disyariatkan pula bagi calon suami untuk ta’yin yaitu menentukan siapa orang yang akan menjadi calon istrinya.
 Tidak dalam keadaan mempunyai itri yang mana itu adalah mahrom calon istri yang mau dikawini, dan juga calon suami tidak boleh mempunyai empat orang istri selain calon istri yang mau dikawini, sekalipun salah satu diantara istrinya tersebut sudah diceraikan akan tetapi masih dalam masa iddah raj’iyah, karena wanita dalam masa iddah raj’iyah itu masih dihukumi sebagai istri. 

Ijab dan qabul juga disyratkan sebagai berikut; ijab dan qabul harus diucapkan  secara berlangsungan (bersambungan) tidak boleh terputus walaupun sesaat, materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan, ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

Sebagaimana yang terdapat dalam rukun perkawinan yaitu adanya dua orang saksi, di sini kedua orang saksi tersebut disyaratkan; harus laki-laki, beragama Islam, merdeka, mukallaf, adil, bisa mendengar, bisa berbicara dan bisa melihat. Karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapan itu tidak bisa tetapkan adanya kecuali dengan “mu’ayyanah” yaitu terlihat oleh mata dan terdengar oleh tilinga.
 Dan kedua saksi tersebut juga disyaratkan mengetahui bahasa yang dipergunakan oleh pihak calon suami dan istri.

Adapun untuk wali disyaratkan telah dewasa berakalsehat dalam arti anak-anak dan orang gila tidak boleh menjadi saksi, harus laki-laki, muslim, orang merdeka, tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih, berpikiran baik, tidak sedang melakukan ihrom, baligh, adil, dan muslim.
 Di sini selain yang meragama Islam menjadi wali dalam nikah, atas dasar firman Allah dalam Qur’an Surat Maidah ayat 51; 

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, dan jangan pula orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah.

C. Hukum Perkawinan
Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak deperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh ataupun Mubah.
 Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnatullah dan Sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum perkawinan itu hanya semata Mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama, dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi diperbolehkan.
 
Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah maupun oleh Nabi, hal itu bisa dilihat didalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi yang mana isinya erupa anjuran untuk menikaah. Diantaranya dalam Qur’an Surat an-Nur ayat 32
(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   

“Dan kawinkanlah orang-orangyang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya”.

Dari adanya suruhan Allah dan Nabi untuk melakukan perkawinan itu, maka bisa diartikan kalau perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan tersebut tidak secara spontanitas dan mutlak tanpa persyaratan, akan tetapi selain ada anjuran untuk melaksanakannya, terdapat pula persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
 Adapun persyaratan untuk melangsungkan perkawinan tersebut ada yang terdapat dalam Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwasannya nabi bersabda; 
عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه المسلم)

Bersumber dari Abdullah dia berkata; Rasulullah Saw, pernah bersabda kepadaku; “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu menikeh, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguknya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih bisa membentengi kehormatan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu (HR. Muslim).

Kata-kata Al-ab’ah dalam hadits di atas mengandung arti kemampuan melakukan hubungan seksual dalam biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. 
Dengan adanya persyarata-persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka dalm menetapkan hukum sal suatu perkawinan terdapat suatu perbedaan pendapat dikalangan ulama. Seperti yang dipaparkan Ibnu Rusyd. Di dalam bukunya Bidayah al-Mujtahid, menjelaskan; segolongan fuqaha’, yakni jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa kawin itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Dimikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan ini kata Ibnu Rusyd disebabkan danya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunah ataukah mungkin mubah.
 
Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali  dalam bukunya, mengatakan bahwa sesuai dengan orang yang melakukan perkawinan hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’yang lima, hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah, yakni; wajib (harus), sunnah (anjuran), mubah (kebolehan), makruh (sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).
 
Ulama Syafi’iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman dalam bukunya mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunah, wajib, haram dan yang makruh.
 Dan di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah.
Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, makruh, mubah dan haram.

 Pertama, hukum perkawinan menjadi wajib, bagi orang yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina kalau tidak melakukan perkawinan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan dari berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah kawin, maka kawin menjadi hukumnya menjadi wajib bagi orang-orang yang seperti ini.
 
Kedua, hukum perkawinan menjadi sunnah, bagi orang yang mampu untuk melakukannya dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina seandainya tidak kawin.
 Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu sahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan untuk melakukan perkawinan meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina. Sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang mmembujang seumur hidup (tabatul).
Ketiga, hukum perkawinan menjadi makruh, bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidak mampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti ini tetapi dia tetap malakukan perkawinan, maka perkawinannya akan menjadi makruh, sebab perkawinan yang dilakukannya kemungkinan menimbulkan mudarat yang merugikan salah satu pihak.

Keempat, perkawinan menjadi mubah (boleh), bagi orang-orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan perbuatan zina dan andaikata kawinpun juga tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Perkawinan ibahah inilah yang umumnya terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau sebagai hukum asal dari hukum nikah.

Kelima, hukum perkawinan menjadi haram, bagi orang-orang yang mengawini perempuan hanya dengan maksud untuk menganiaaya atau memperolok-olokkannya (merendahkannya) dan menelantarkannya, masalahnya perempuan yang dikawininya tersebut tidak diurus dan hanya agar perempuan tersebut tidak bisa dikawini oleh orang lain.
  
D. Tujuan Perkawinan
Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah diciptakan dan dilahirkan di dunia ini secara fitrahnya diberi kelebihan dan kekurangan. Secara kodrati manusia memiliki kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungan seperti halnya kecenderungan pada kebutuhan biologis. Dan tidak bisa dipungkiri setiap manusia memiliki libido seksualitas sepertihalnya makhluk yang lain. Oleh karena itu, Tuhan juga menyediakan wadah atau sarana yang legal untuk penyaluran keinginan tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi walau demikian, pada dasarnya perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis semata, yaitu mempertemukan jantan dengan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.

2. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, artinya tidak untuk sementara. Halini dapat kita tarik dari kata "kekal".

3. Perkawinan juga sebagai proses untuk mencapai kebahagiaan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan dipertoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian. 

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah; dengan arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Sedangkan menurut Hukum Adat, tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan.
mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.
 Selain itu menurut hukum adat minangkabau salah satu tujua perkawinan yaitu; untuk melestarikan harta pusaka, untuk memper erat hubungan besan atau beripar.

E. Perkawinan yang Dilarang
Nikah adalah keharusan bagi umat manusia, orang tidak dapat mengabaikan masalah nikah. Orang yang tidak mau menikah mungkin karena tidak dapat memenuhi nafkah istrinya, atau mungkin juga karena lemah fisiknya atau karena sakit sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena sebab lain yang memaksanya menghindari perkawinan. Apabila orang tidak menikah dengan sebab-sebab seperti ini tidaklah tercela. 

Akan tetapi henggan nikah karena niat tidak  baik, atau untuk mengelak dari tugas hidup dan tidak mau berketurunan, inilah yang tercela dan menyia-nyiakan hidupnya di dunia, sama dengan menentang firman Allah yang telah mensyari’atkan perkawinan. Menjaga keturunan adalah termasuk qowa’idul khamsah, lima dasar tujuan Agama yang diperintahkan Allah agar dijaga. 
Di antara anjuran-anjuran untuk menikah ada juga praktek-praktek nikah yang dilarang oleh syara' yaitu; nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah syighar.

1. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah juga disebut sebagai nikah Munqati' adalah nikah yang untuk jangka waktu tertentu, atau perkawinan yang terputuskan. Adapun dinamakan Mut'ah, ialah nikah yang memiliki maksud dalam waktu tertentu itu seseorang dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya.
 Perkawinan mut'ah pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Authas, dan pembukaan kota Makkah, 
 dimana waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarganya, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah mut'ah. Kemudian nabi melarangnya untuk selama-lamanya. Sebagai mana dijelaskan dalam Hadits Nabi yang artinya; "Qois mendengar Abdullah bin mas'ud r.a. berkata kami berperang bersama Rasulullah Saw. Tanpa membawa istri-istri kami, lalu kami bertanya bolehkah kami mengebiri diri sendiri ? Maka Rasulullah melarang kami berbuat demikian itu, kemudian beliau memberikan kemurahan kepada kami untuk mengawini wanita sampai batas waktu tertentu dengan maskawin pkaian" . (HR. Muslim)

Hadits lain yang di riwayatkan oleh Sahabat Sabrah yaitu sabagai berikut: "Sabrah Ibnul-Juhani r.a. meriwyatkan  bahwa dia bersama Rasulullah lalu beliau bersabda : "wahai segenap insan, sesungguhnya saya dahulu telah membolehkan padamu sekalian kawin mut'ahdengan wanita-wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat, barang siapa yang padanya masih ada sesuatu hak dari wanita (yang dikawininya dengan nikah mut'ah), maka lepaskanlah dan jangan mengambil apa yang telah kamu berikan mereka sedikitpun". (HR. Muslim)
 
Dan menurut riwayat Muslim pula dari Ali r.a melarang nikah Mut'ah di perang Khaibar; yang bunyinya; "Dari Ali bin Abi Thalib, Bahwa Rasulullah SAW. Melarang mengawini wanita (secara) kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang  memakan daging khimar yang jinak. (HR. Muslim).

Dari Hadits-hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwasannya Rasulullah telah melegalkan nikah mut'ah suatu waktu dan juga telah melarang untuk selamanya. Di dalam Al-Qur'an sendiri, masalah mut'ah ini tidak tertera secara jelas. Namun apabila mengambil pemahaman dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang maksut dan tujuan perkawinan, dan hikmah perkawinan, dapat ditarik pemahaman bahwa perkawinan yang sifatnya sementara bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau dilihat bahwa mut'ah dapat merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Disamping itu dapat melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab serta mengotori maksud dan tujuan yang mulia dari perkawinan.
2. Nikah  Tahllil (Nikah Cinta Buta)
Muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya yang pertama setelah selesai iddahnya.
 Maksudnya yaitu Oleh suami kedua wanita itu dinikahi lalu dikumpuli dan diceraikan agar dapat dikawini lagi oleh suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil ini ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara dengan maksud agar setelah diceraikan dengan laki-laki yang mengawini kedua itu dapat dikawinai kembali oleh bekas suami yang pernah  mencereikan sampai tiga kali. 

Hukum perkawinan itu haram Rasulullah Saw sebagaimana dikutip oleh Departemen Agama RI dalam bukunya, bersabda "dari Ibnu Mas'ud r.a. ia bersabkata; Rasulullah saw mengutuk laki-laki yang menjadi muhallil dan muhalallah". (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasai).

Dan didalam hadis lain juga disebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusid dalam bukunya, Rasulullah Saw, Bersabada "Allah telah mengutuk orang yang nikah muhallil".(HR. Ahmad dan Abudawud).

Timbulnnya praktek muhallil ini ditimbulkan karena adanya larangan dan kebolehan  yang tertera didalam al-Qur'an yang mana bagi suami yang telah menjatuhkan talak ketiga kepada istrinya apabila hendak rujuk atau kembali kepada mantan istrinya maka disyaratkan mantan istrinya tersebut harus telah dinikahi oleh orang lain dan harus sudah berhubangan intim, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230: 
((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((   

"Kemudian jika suami mentalknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian lika suami itu menceraikannya maka tidfak ada dosa bagi  keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahu.".(Q.S al-Baqarah:230)

3. Nikah Syighar
Yang dimaksud dengan nikah syighar ialah seorang wali yang mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut mengawinkan putrinya dengan wali tersebut tanpa membayar mahar.
 Para fuqaha’ juga sependapat bahwa nikah syighar itu dilarang oleh agama. Dan larangan ini dilandaskan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ibnu majah: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Melarang kawin syighar. Kawin syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan putrinya dengan orang lain dan orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, dimana antara kedua pihak tidak ada maskawin”.(HR. Muslim).

Dari Hadits di atas dijelaskan bahwa perkawinan syighar itu adalah suatu upaya untuk menghilangkan maskawin sebagai suatu kewajiban calon suami kepada calon istri. Menurut hemat penulis ketiadaan mahar bukanlah satu-satunya 'illah mengapa perbuatan nikah syighar tersebut dilarang, namun perbuatan itu sendiri memang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia yang beradap, karena perbuatan ini sangat merendahkan nilai, martabat dan kehormatan para kaum wanita. Padahal Islam melalui perkawinan berusaha mengangkat derajat dan martabat wanita. Sebab itulah kemudian Islam melarang nikah Syighar.
Selain dari bentuk-bentuk perkawian yang dilarang oleh syara' sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas juga ada bentuk-bentuk perkawinan pada masa jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam yaitu:
1. Nikah Al-khidn 
Nikah Al-kidn, yaitu pergundikan yang dilakukan secara bersembunyi. Dan menurut anggapan mereka asal tidak ketahuan tidak apa-apa, akan tetapi kalau ketahuan dianggap tecela. Pernikahan ini seperti halnya memelihara selir.
 Pernikahan ini disebutkan dalam firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 5:
 ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (   
",,,dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksut menikahinya, tidak dengan maksut berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.,,,"

2. Nikah Istibdha' (Pinjam Gadai)
Nikah istibdha', yaitu nikah untuk mencari bibit unggul, praktek perkawinan seperti ini merupakan kebiasaan orang arab sebelum datangnya Islam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang (bangsawan).

Adapun tujuannya adalah untuk mencari bibit unggul atau keturunan yang baik dari hubungan tersebut. Sementara pihak suami berpisah dengan istrinya sampai si istri tersebut  hamil. Dan mengumpulinya kembali kalau suami mau. Adapun anak yang lahir dari hubungan seksual dengan orang-orang ternama tersebut dinisbatkan pada suami istri tersebut.

3. Nikah Waris
Nikah waris, yaitu salah satu pernikahan yang telah menjadi kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, yaitu menikahi mantan istri ayahnya. Istri-istri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan sebagaimana halnya harta benda. Si anak boleh menikahinya tanpa harus membayar mahar. Bahkan, dia boleh menikahkan mantan istri ayahnya tersebut kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah mantan istri ayahnya menikah dengan orang lain atau membiarkannya menjanda selama hidupnya.
 Bentuk perkawinan ini dilarang sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Annisa' ayat 22:
(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((   
"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

4. Sejumlah Laki-laki (di bawah sepuluh orang) Mengumpuli seorang perempuan, mereka semua mncampurinya, masing-masing mendapat giliran. Dan jikalau perempuan tadi sudah hamil dan melahirkan, selang beberapa alam perempuan tersebut mamanggil semua laki-laki yang telah mencampurinya dan mereka tidak boleh menolaknya. Setelah semua berkumpul, perempuan tersebut berkata: "semua sudah tau apa yang kamu perbuat terhadap diriku, sekarang saya telah melahirkan, dan anak itu adalah anakmu (sambil mnunjuk dan menyebut nama seseorang yang ia sukai, dari laki-laki yang telah mencampurinya)", maka anak yang dilahirkan tadi diajukan menjadi anak dari laki-laki yang telah ditunjuk dan laki-laki yang ditunjuk tidak boleh membantahnya.
 

5. Perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh beberapa laki-laki, mereka disebut dengan pelacur, didepan rumah-rumah mereka dipasang bendera, siapa yang berkehendak boleh masuk. Bila salah seorang diantaranya hamil, maka semua laki-laki yang pernah datang berkumpul dan memanggil ahli firasat untuk meneliti anak siapa yang si jabang bayi, lalu dibarikanlah kepada laki-laki yang serupa dengannya dan tidak boleh menolak.
 

Bentuk-bentuk perkawinan di atas merupakan macam-macam perkawinan menurut adat jahiliyah sebelum datangnya ajaran Islam. Dan sesudah diutusnya Nabi Muhammad yang telah membawa ajaran-ajaran Islam, maka perkawinan tersebut dibatalkan dan dilarang. Pernikahan tersebut dibatalkan oleh Islam karena merupakan perbuatan yang tidak layak menurut etika kemanusiaan. Selain itu juga dapat menimbulkan hal-hal negatif dan banyak mudharatnya, baik bagi pelaku secara pribadi, maupun masyarakat, peradaban dan juga terhadap agama bahkan terhadap bangsa dan Negara.

F. Konsep Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia dini. Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu kawana-yukawwinu yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fiqih kawin adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan/pernikahan atau yang semakna dengan itu.

Dalam pengertian yang luas perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Usia dini menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia dini berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa; perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga menghendaki kedewasaan dalam berfikir dan kematangan jasmani dan rohani.

Seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, seharusnya menyadari bahwa dalam kehidupan setelah perkawinan seseorang akan dihadapkan dengan sejumlah keputusan yang menyangkut kehidupan keluarganya. Karena dalam berkeluarga seseorang akan hidup bersama orang lain yang berbeda dengan ayah, ibu dan saudara-saudaranya, maka ia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian baru agar tidak terjadi benturan-benturan dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pasangannya. Dan juga hurus dapat memberi dan menerima, bermusyawarah dalam membentuk sebuah keputusan, tanggap tehadap masalah yang dihadapi pasangannya dan harus memiliki kemampuan untuk berkorban. Sikap yang demikian itu akan nampak pada seorang yang telah mencapai tingkat kedewasaannya. Sehingga dengan demikian masalah kedewasaan merupakan persoalan yang penting dan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga.

Salah satu prinsip yang ditekankan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu suami istri harus sudah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka harus ada pencegahan terhadap terjadinya perkawinan usia dini. 

Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau mengisi formulir surat model N5.
 Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian besar masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia dini atau dibawah umur, sehingga sebagian Undang-undang yang telah dibuat tidak berlaku di suatu daerah tertentu, meskipun Undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu. Di Indonesia pernikahan dini masih banyak dilakukan oleh pasangan baru. Dan biasanya pernikahan dinai dilakukan pada pasangan usia muda yang rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah usia 16 tahun masih banyak diketemukan di Indonesia.

Padahal usia untuk melangsungkan pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 Tahun semantara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia ini organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisikpun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia ini kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna perkawinan dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan. Sebagaian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia dini ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia dini atau di bawah umur.

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan dispensasi adalah;

a. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2, yang berbunyi " dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepad pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

b. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c), yaitu; Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Pencatat Nikah meneliti  pula:

1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tingal orangtua caln mempelai.

3) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3). (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atu keduanya belum mencapai uia 21 tahun.

c. Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu;

1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pertkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

4) Selain penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

2. Batas-batas Usia perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 syarat dan batas perkawinan tercantum pada pasal 6 dan 7 sebagai berikut: 

Pasal 6
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari orangtua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yng masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyetakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau ata dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang makan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Pasal 7
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

3. ketentuan-ketentuan mengenai kedaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sedangkan menurut hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa hukum adat membolehkan perkawinan untuk semua umur. Di mana sebelum berlakunya berlakunya undang-undang No 1 tahun 1974, pada waktu itu di dalam masyarakat masih sering terjadi perkawinan yang disebut "kawin gantung" (perkawinan yang ditangguhkan percampuran sebagai suami istri) yaitu kawin antara anak-anak, yang mana pihak wanitanya masih belum baligh (dewasa) sedang kan pihak prianya sudah dewasa atau sebaliknya, wanita sudah dewasa dan prianya masih anak-anak. Atau juga terjadi kawin paksa, wanita dan pria yang tidak kenal dipaks untuk melakukan perkwinan. Atau juga kawin hutang`, karena orang tua si wnita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawinai oleh si berpiutang. Atau juga kawin selir, dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawinai sabagai istri selir. Hal itu terjadi karena pada masa lampau anak-anak pria atau wanita tidak berwenang menentukan pilihannya dalam mencari jodoh. Jodoh ditentukan orang tua atau kerabat, sedangkan menentang orang tua atau kerabat adalah tabu, takut tulah, tidak selamat dan sebagainya. Selain dari itu latar belakang sebab terjadinyakawin gantung antara anak wanita yang belum baligh dengan pria yang sudah dewasa di masa lampau ada kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja. Diman seorang menantu setelah perkawinan walaupun belum dapat bergaul (campur) dengan istrinya atau suaminya karena masih kanak-kanak, dia bekerja membantu kegiatan pertanian mertuanya dan bertempat tinggal ditempat mertuanya. Bentuk perkawinan seperti ini tidak sedikit mengakibatkan perceraian, karena setelah istri dewsa dia tidak mau terus diperisteri oleh suami yang tidak di cintainya dan minta diceraikan, sehingga mereka bisa bebas mencari jodoh yang lain.

Dan kedewasaan menurut hukum adat ditandai dengan perubahan bangun tubuh; bagi anak wanita, apabila sudah haid (datang bulan) buah dada mulai tumbuh membesar; sedangkan bagi anak pria adanya perubahan dari suara, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu sexsual. jadi dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kedewasaan seseorang bukan diukur dengan umur, karena orangtua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan dari mereka masih buta huruf.

Sedangkan menurut hukum Islam tidak ditemukan kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Karena perkawinan merupakan hubungan antara manusia (muamalah) yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas minimal dan maksimal, untuk menikah dianggap sebagai rahmat. Maka, kedewasaan untuk melakukan perkawinan termasuk masalah Ijtihadiyah, dalam arti kata manusia diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seorang pantas untuk melangsungkan pernikahan.

Kedewasan pada dasarnya dapat ditentukan dengan tanda-tanda fisik dan umur, para ulam dan para ahli fiqih berpandapat bahwa:

a. Kedewasaan dengan tanda fisik, ditentukan dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuh bulu kasar disekitar kemaluan.

b. Kedewasaan dengan umur, dalam hal ini terdapat berbagai pendapat, antara lain: 

1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai dari umur 15 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk wanita.

2) Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datang mulai usi 19 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Maliki menetapkan 18 tahun baik pria maupun wanita. Beliau beralasan bahwa ketentuan dewasa menurut syara' ialah mimpi (mimpi basah), oleh karena itu mendasarkan hukum kepada mimpi.
3) Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumurt 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.

Sarlito Wirawan Sarwono seperti yang dikutip oleh T. Yanggo, mengutarakan bahwa usia kedewasn untuk siapnya seseorang memasuki hidup rumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.


Selain faktor umur dan tanda-tanda fisik, kedewasaan seseorang anak juga erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dalam hal ini yang menjadi dasar dari kecakapan bertindak adalah akal. Apabila seseorang masih kurang akalnya dalam menerima segala perbuatan baik maupun buruk, maka seseorang itu belum dapat dibebani kawajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna, maka dia wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Sebagaimana tersurat dalam firman Allah dalam Surat al-Nisa' ayat 6, yaitu: 
((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ... (النساء: 6)
"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....". (QS. Al-Nisa' ayat 6)

Pada dasarnya ayat di atas berisi anjuran supaya memperhatikan anak yatim tentang keagamaannya, usaha-usahanya dan kelakuannya sehingga mereka dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya secara sempurna berarti telah dapat diberi tanggungjawab secara penuh atau dengan pengertian lain orang itu telah dewasa.

Dalam sejarah agama Islam diceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. Melangsungkan akad nikah ‘Aisyah, ketika Aisyah masih berumur 6 tahun, dan ketika umur 9 tahun istrinya itu digaulinya. 
 hal ini diakui oleh Aisyah umul mu'minin dalam hadits berikut; 
عن عائشة قالت : تزوجني صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين وبني بي وانا بنت تسع سنين
"Bersumber dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw. Menikahi aku sewaktu aku masih berusia enam tahun. Lalu beliau menggauli aku ketika aku sudah berusia sembilan tahun".

Akan tetapi, hadits di atas hanyalah bersifat khabariyah (kabar) tentang perkawinan Nabi, didalamnya tidak dijelaskan pernyataan supaya diikuti atau ditinggalkan. Oleh karena itu, pernyataan usia yang ada dalam hadits diatas tida dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan dan melangsungkan perkawinan bagi kaum wanita. Sedangkan batas usia terendah untuk melangsungkan perkawinan bagi kaum pria juga tidak ada ketentuan.
Adanya seruan Nabi kepada kaum pemuda yang mampu melakukan perkawinan supaya menikah bukanlah suatu kemestian pembatasan usia. Kendatipun dalam hadits Nabi disebutkan kata al-syabab, jamak dari syab, dapat berarti pemuda yang berusia dibawah 30 tahun. 

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه المسلم)
"Bersumber dari Abdullah dia berkata; Rasulullah S, pernah bersabda kepadaku; “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu menikeh, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguknya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih bisa membentengi kehormatan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu". (HR. Muslim).

3. Faktor-faktor Yang Mendorong Kelangsungan Perkawinan Usia Dini

Adanya suatu pelaksaaan perkawinan usia dini dilatar belakangi adanya faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Faktor Sosial Budaya

Perkawinan usia dini merupakan dampak dari tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat yang rendah, yang pada umumnya masyarakat baranggapan bahwa wanita yang sudah menstruasi (haidh) pantas untuk dinikahkan, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar tidak menjadi perawan tua dan bisanya hamil diluar perkawinan.

Perkawinan usia dini memang sudah menjadi budaya bagi remaja yang sering melakukan pergaulan bebes, yang akhirnya membawa mereka harus menempuh hidup berumah tangga lebih cepat dari kehendak orang tuanya, karena kesuciannya telah ternoda. Keprawanan dan kesucian yang seharusnya dijaga malah lenyap begitu saja, sehingga pernikahan dini menjadi kedok untuk menutupi keburukan/kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka lebih malu kepada masyarakat yang menganggap dirinya kotor dan hamil di luar nikah dari pada takut kepada Allah atas perbuatannya, sehingga pernikahanpun segera dilakukannya. 

Padahal Allah Swt. berfirman dalam Surat al-Nur ayat 3, berikut ini
((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((    

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan peremppuan yang berzina, atau perempuan yang musrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki pezina dan musyrik dengan wanita yang mukmin hukumnya haram, dan perkawinan yang dilakukan perempuan pezina dan musyrikah dengan laki-laki yang mukmin hukumnyapun juga haram.

b. Faktor Agama
Pada dasarnya Agama menyatakan bahwa jodoh merupakan perjalanan nasib seseorang dan itu tidak tergantung pada usia tertentu. sebab itu setiap orang bisa melangsungkan perkawinan kapan saja jika orang itu merasa mampu dan sudah mempunyai jodoh untuknya.

Disamping itu menurut ajaran Islam, perekawinan merupaka salah satu bentuk ibadah dan upaya pendekatan diri kepada Allah Swt. Dengan menikah orang mukmin mendapatkan pahala dan ganjaran, apabila disertai dengan niat yang ikhlas, tekat yang jujur dan dengan maksud agar dirinya terpelihara dari perbuatan haram serta tidak menjadikan pelampiasan nafsu seks sebagai tujuan utamanya. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' ayat 1, yaitu

((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((   

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah sel;alu menjaga dan mengawasi kamu".
  

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam perkawinan usia dini sering menjadi perhatian khusus. Karena pasangan suami istri ini beranggapan abahwa kalau menikah dalam usia dini mereka takut belum bisa mencari nafkah untuk hidup berkeluarga kekal. Sebab pada umumnya, mereka hanya senang-senang berhura-hura, dan menghambur-hamburkan uang. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa "tidak ada lajang yang kaya". Sehingga hal inilah yang yang mendorong mereka untuk segera melangsungkan perkawinan. Dan mereka yakin dengan adanya rasa tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, mereka mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

Disamping itu ada anggapan lain yang mendorong untuk melangsungkan perkawinan usia dini adalah untuk mengurangi beban orang tua dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Apalagi kalau menikah dengan orang yang lebih kaya maka dapat mengangkat taraf hidup keluarga, dan tentunya setelah menikah  tanggung jawab orang tua terhadap anaknyamenjadi berkurang.

d. Faktor Biologis

Perkawinan usia dini pada masyarakat di pedesaan sering terjadi, sehingga hal ini bisa berakibat pada psikologis seseorang untuk juga segera melangsungkan perkawinan. Sebab mereka mengikuti teman seumurnya yang sudah menikah terlebih dahulu sehingga hal ini mendorongnya untuk melakukan perkawinan di usia dini, karena mereka merasa malu bila tidak cepat-cepat mengikuti teman sebayanya supaya tidak dijuluki perawan yang tidak laku.

Disamping alasan tersebut di atas mereka berpendapat bahwa dengan melakukan pernikahan di usia dini mereka juga cepat mendapatkan keturunan atau anak sebagai kelanjutan keluarga. Sehingga dengan bertambahnya anggota keluarga, rumah tangga menjadi damai dan tentram.

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah: 

a. 
Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga 
b. 
Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. 
c. 
Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
        
Lain halnya menurut pandangan Hollean dalam Suryono perkawinan usia dini disebabkan karena adanya 
1). 
Masalah ekonomi keluarga

2). Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anaknya

3). Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu; 

a. Ekonomi

Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderunagan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak prempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. 

d. Media masa

Gencarnya ekspose seks di media masa menyebabkan remaja moderen kian permisif terhadap seks.

e. Faktor adat 

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

4. Dampak Perkawinan Usia Dini
Perkawinan yang dilakukan pada usia dini membawa dampak positif dan dampak negatif, sebab bagaimanapun juga dalam setiap perbuatan pasti akan timbul sisi baik dan sisi buruk, dan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus diterima.

Adapun dampak negatif yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan pada usia dini adalah:

Menurut Edi Nur Hasmi, Psikolog yang juga direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, menyatakan bahwa perkawinan usia dini memiliki 2 dampak yaitu; 

a. Segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

b. Segi mental, emosi remaja belum setabil. Kesetabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang memasuki usia dewasa. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda (lead edolesen). Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau perkawinan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi remaja tersebut masih menemukan jati dirinya.

Sedangkan menurut Sri Purnomo Apt., M.Si. selaku kepala Bidang KB-KR BKKBN Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa resiko (dampak) yang dihadapi wanita yang mengalami perkawinan Dini ditinjau dari;

a. Aspek Kesehatan Reproduksi 
Wanita yang telah berhubungan seks sebelum usia 20 tahun, rawan terkena kanker leher rahim.

b. Apek Medis/Biologis
Jika terjadi kehamilan pada perkawinan usia dini (usia ibu kurang dari 20 tahun) kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal mengakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya, perkembangan dan pertumbuhan fisik ibu terhenti/terhambat. 
Sementara itu resiko lain adalah;
1). Keguguran

2). Pre-eklamsia ( tekann darah tinggi, oedema, proteinurea)

3). Eklamsia (keracunan kehamilan)

4). Timbulnya kesulitan persalinan (persalinan lama)

5). Bayi lahir sebelum waktunya (premature)
6). Perdarahan

7). Cacat bawaan yang dialami oleh bayi, baik fisik maupun psikis
8). Berat Bayi Lahir Rendah (<2.500 g)

9). Fistula Vesikovagina (merembesnya air seni ke vagina)

10). Fistula Retrovagina (keluarnya gas/tinja ke vagina)

11). Kanker leher rahim

Resiko ini dapat meningkatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

c. Aspek psikologis/mental
Wanita yang kawin di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahn yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan  di usia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal ini terjadi karena mereka masih berada dalam tahap peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawin belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau pern seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan.

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kanker rahim bgi ibu, cacat bawaan fisik maupun mental, penyakit ayan, kebutaan dan ketulian.

d. Aspek ekonomi
Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia dini umumnya belum memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia dini merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian.

Selain itu perkawinan diusia dini juga memberikan dampak sebagai berikut: 

a. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 2 Undang-undang di Negara kita yaitu;

1). 
Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

2). 
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
1) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan, 2) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

b. Dampak Biologis 

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

c. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

e. Dampak Perilaku Seks Menyimpang
Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihak adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan).

5. Pola Asuh Keluarga

a. Pengertian pola asuh

 Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut Chabib Thoha, bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak.

Khan dan Sulaiman menyatakan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman.
 

Sedangkan menurut sukirman, Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadapa anak agar dapat tum buh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial.

b. Bentuk-bentuk pola asuh keluarga
Adapun bentuk-bentuk atau jenis-jenis pola asuh keluarga sebagai berikut:

1) Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, matrialistis, dan sebagainya.

Biasanya pola pengasuhan anak oleh orangtua semacam ini diakibatkan oleh orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Dengan begitu anak hanya diberi materi atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi apa.

Anak yang diasuh orangtuanya dengan metode semacam ini nantinya bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain, dan lain sebagainya baik ketika kecil maupun sudah dewasa.

2) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya.

Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak-anak dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang-tua yang telah membesarkannya.

Anak yang besar dengan teknik asuhan anak seperti ini biasanya tidak bahagia, paranoid / selalu berada dalam ketakutan, mudah sedih dan tertekan, senang berada di luar rumah, benci orangtua, dan lain-lain. Namun di balik itu biasanya anak hasil didikan ortu otoriter lebih bisa mandiri, bisa menjadi orang sesuai keinginan orang tua, lebih disiplin dan lebih bertanggungjawab dalam menjalani hidup.

3) Pola Asuh Otoritatif
Pola asuh otoritatif adalah pola asuh orangtua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orangtua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan baik untuk diterapkan para orangtua kepada anak-anaknya.

Anak yang diasuh dengan tehnik asuhan otoritatip akan hidup ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orangtua, menghargai dan menghormati orangtua, tidak mudah stres dan depresi, berprestasi baik, disukai lingkungan dan masyarakat dan lain-lain.
4) Pola Asuh Demokrasi 

Pada pola asuh keluarga ini orang tua mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Hubungan antara orang tua dengan anak terlihat hangat dan orang tua sering melakukan kegiatan bersama-sama dengan anak-anak. Dalam mengarahkan tingkah laku anak, orang tua tidak menekankan bahwa anak harus patuh dan tidak boleh menentang orang tuanya, melainkan dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang logis tentang suatu hal pada anaknya. 

Oleh sebab itu dalam membuat peraturan, orang tua selalu mengajak anak-anaknya untuk terlibat langsung. Orang tua selalu mengarahkan agar anak-anaknya bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan.
5) Pola asuh pemberian hadiah 

Pola asuh pemberian hadiah atau penghargaan memiliki ciri orang tua senantiasa memberikan hadiah yang menyenangkan, setelah melakukan perbuatan yang menyenangkan itu bisa berwujud benda yang nyata seperti makanan, uang dan mainan. Tidak nyata berupa pujian, perhatian maupun penghargaan.  

Namun dalam pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan buat anak untuk berbuat, bukan maksud dan tujuan mengapa tindakan itu di lakukan. 

Pemberian hadiah atau penghargaan dapat merangsang anak bertingkah laku yang baik dan memuaskan. Penghargaan menjadikan anak lebih percaya diri bahwa yang dilakukannya mendapat dukungan.
14








� Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal, 41


� Tim Penyusun Kamus Pusat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal, 398


� Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Cita Media Pres, t.t.), hal, 344


� Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal 35


� Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Madinah: Proyek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd Maddina Al-Munawarah, t.t.), hal 115


� Ibid, hal, 673-674


� Amin Suma, Hukum..., hal, 43


� Ahmad Warson Munawir, AL-Munawir Qamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren AL-Munawir, 1984), hal 1671-1672


� Al-Qur’an dan tarjamahnya..., hal 56


� Amin Suma, Hukum..., hal, 43-44


� Abdurrohman Al-Juzairi, Alfiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah  juz IV, (Bairut: Darul Fikkri, 1424 H/2003 M), hal, 4-5


� Depag RI, Ilmu Fiqih Jilid II, (Jakarta; Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1982/1983), hal, 48


� Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: kencana 2004) Edisi Pertama, Cetakan ke-3, hal, 38-39


� Ibid


� Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahah, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, hal, 8


� Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Isla, (Jakarta: Bumi Aksasa,2004), Edisi Kedua, Cetakan Ke-4, hal, 2


� Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, terjemahan Fathul mu’in, Jilid II (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1979), Cetakan  ketiga, hal, 1154


� Al-Qur'an dan Terjemahannya,, hal, 120


� Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal 5


� Undang-undang Perkawinan di Indonesi, (Surabaya: Arkola, t.t. ) hal, 7  


� Kompilasi Hukum Islam di Indonasia, (Jakarta: Depag RI Direktorat Jendral Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam), hal, 14


� KUH Perdata, (Wipres, wacana intelektual), cetakan 2007, hal 7 


� Ibid, hal, 18


� Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999) edisi ke-empat, hal, 3299


� Yaswirman, Hukum Keluarga Adat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Padang: Andalas UNAND Liman Manis, 2006), hal, 133 


� Djaren saragih, Penngantar Huhum Adat Indonesia, Edisi III, (Bandung: Tarsito, 1996), hal, 124


� Ibid 


� Ibid, hal, 126


� Hilman Hadikusuma, Hukum..., hal, 8


� Amir Syarifuddin, Hukum…, hal 59


� Moch Anwar, sulamut taufiq, tarjamah. (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2001), hal, 85


� Amin Suma, Hukum…, hal, 95


� Abdul Rahman Ghozali, fiqih…, hal, 46


� Munib, Hr Sulistri, memahami Kata Dan Istilah Agama, (Surabaya: Darussagaff, t.t.), hal, 16


� Amir Syarifuddin, Hukum…,hal, 96


� Amin Suma, Hukum Keluarga, hal, 96


� Ensiklopedi Islam 4, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hove, 1994), cet.3, hal, 34


� Abdul Rahman, fiqih…, hal, 46-47. Lihat juga  Slamet Abidin dan H.Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hal, 64-68


� Zainudin, Fathul Mu’in, Aliy As'ad, hal, 13


� Amin Suma, Hukum…, hal, 96


� Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan…, hal, 60


� Ibid


� Amin Suma, Hukum…, hal, 96


� Muhammad Jawad Mughniyat, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta; Penerbit Lentera, 2007), hal, 311


� Sayyit Sabiq, fiqih Sunah jilid II, (Jakarta:Pena Pundit Aksara,2006), hal, 497 


� Amir Syarifuddin, Hukum…, hal,62


� Syaikh Zainuddin Ibnusy, fathul mu’in…, hal, 36


� Amir Syarifuddin, Hukum…, hal,76-78


� Al-Qur’an dan tarjamahnya..., hal, 169


� Amir Syarifuddin, Hukum…, hal, 43


� Ibid 


�  Al-Qur’an dan tarjamahnya..., hal,


� Amir Syarifuddin, Hukum…, hal, 44


�  Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim Jilid II, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 745


� Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid, tarjamah, jilid II, (Beirut: Daral-Fikr, t.t), hal, 2


� Abdul Rahman Ghozali, Fiqih…, hal, 18


� Ibid, lihat juga dalam Sulaiman Rasjid, fikih Islam, (Bandung; Sinar Bru Algensindo, 2001), hal, 381


� Ibid 


� Sayit Sabiq, Fikih sunnah…, hal, 493


� Ibid, hal, 491 


� Ibid, hal, 493


� Amin Suma, Hukum…, hal, 93


� Abdul Rahman Ghozali,  Fiqih…, hal, 21


� Sayyit Sabiq, fiqih…, hal, 478 


� Undang undang perkawinan, hal 5


� Asmin, status Perkawinan Antara Agama Tinjauan dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakayat), hal, 20


� Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hal 24


� Djaren saragih, Penngantar Huhum…, hal, 123


� Ibid, hal, 23


� Yaswirman, Hukum Keluarga hal, 137


� Abdul Rahman Ghozali, Fikih…, hal,  37-43


� Sayyit sabik, fiqih…, hal, 523


� Ibid, hal, 37


� M Nashirudin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani 2005), hal, 380


� Ibid, hal, 382


� Ibid, hal, 381


� Ibnu Rusid, Bidayatul…,hal, 531


� Sayyit Sabiq, fiqih…, hal, 529


� Departemen Agama RI, Fikih Untuk Madrasah Aliyah Jilid I, (Jakarta; Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hal, 276


� Ibnu Rusid, Bidayatul…, hal, 532


� Al-Qur’an dan tarjamahnya..., hal, 56


� Abdul Rahman Ghozali, fiqih…,hal, 42


� Al-Albani, Ringkasan Shahih…, hal, 380


� Sayyit Sabiq, fiqih…, hal, 479


� Al-Qur’an dan Tarjamahnya..., hal, 158


� Sayyit Sabiq, fiqih…, hal, 479


� Ibid


� http://www.indospiritual.com/artikel_berbagai-jenis-perkawinan-masa-jahiliyah.html, 8 juni, 2010


� Al-Qur'an dan Tarjamahnya, hal, 120


� Sayyit Sabiq, fiqih…, hal, 479-480


� Ibid, hal, 480


� Ibid


� Ensiklopedi Islam 4, hal, 32


� Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih,( Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), jilid 2, cet. Ke-2, hal, 49


� Undang-undang Perkawinan, hal, 5


� Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996), hal, 17


� http://cari-pdf.com/pdf.php?q=faktor+penyebab+perkawinan+usia+muda., sabtu, 20, pebruari, 2010


� Undang-undang perkawinan, hal, 10


� pedoman Pegawai Pencatat Nikah, hal, 185


� Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal, 382


� Undang-undang perkawinan, hal, 9-11


� Hilman Hadikusuma, Hukum…, hal, 53


� Ibid, hal, 53-54


� Chuzaimah T. Yanggo dan Hafit Anshory, Problematika Hukum Islam Kontempore, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), kal, 81


� Ibid, hal, 83-84


� Ibid, hal, 84


� Al-qur'an dan tarjamahnya, hal, 115


� Yanggo dan Anshori, Problematika, Hal, 81


� Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim Jilid II, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal, 777


� Yanggo dan Anshori, Problematika, Hal, 81


�  Adib Bisri Mustofa, Terjemah…, hal. 745


� Lmam Tholhah dan Khutiyanto, Perkawinan Perceraian di Berbagai Komunitas di Jawa, (Depag RI: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hal, 71


� Al-Qur'an terjamah, hal, 543


� Tholhah dan Khutiyanto, Perkawinan, hal, 71


� Al-Qur'an terjamah, hal, 116


� Al-Ghifari, Pernikahan, hal, 57


� Thalhah dan Khutiyanto, Pernikahan, hal, 74


� Abu al-Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa, (Bandung; Mujahid, 2004), hal, 21


� http://alfiyah23.student.umm.ac.id/   25 Mei 2010, 20.00 WIB


� Suryono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Grafinda, 1992), hal, 65


� http://alfiyah23.student.umm.ac.id/   25 Mei 2010, 20.00 WIB


� http://hqweb01.bkkbn.go.id. /hqweb/ceria.map 123dampak.html#top, April 2002


� Muhammad Is dan Sri Pornomo, Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga, (Surabaya; BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2009), hal, 12-14


� Labib dan Harniawati, Risalah fiqh Islam Berkiblat Pada Ahlu Sunah Wal-jamaah, (Surabaya: Bintang Usdaha Jaya, 2006), hal, 486


� Muhammad Is dan Sri Pornomo, Buku Panduan…, hal, 14


� http://alfiyah23.student.umm.ac.id/   25 Mei 2010


� Ibid


� Ibid


� http://alfiyah23.student.umm.ac.id/   25 Mei 2010


� Ibid


� http://cari-pdf.com/pdf.php?q=faktor+penyebab+perkawinan+usia+muda.,Sabtu,20 Pebruari 2010


� Ibid


� Ibid


� http://organisasi.org/jenis-macam-tipe-pola-asuh-orangtua-pada-anak-cara-mendidik-mengasuh-anak-yang-baik,  25 mei 2010





